BAB V
PENUTUP

V.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan
Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian

Dalam Negeri dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan Content of Policy (isi Kebijakan) dan Konteks
Implementasi Kebijakan (Context of Implementation) factor-faktor
penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data
kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal
Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak berjalan
optimal diantaranya adalah karena adanya factor derajat perubahan
yang di inginkan. Implementasinya adanya ego sectoral dan perbedaan
metode dalam pengumpulan data penduduk di Badan Pusat Statistik
dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri yang menyebabkan perbedaan data penduduk, sementara
derajat perubahan yang diharapkan adalah satu data kependudukan
tidak lagi adanya perbedaan data penduduk.

2. Implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat
Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri sudah berjalan namun belum berjalan
secara optimal butuh proses panjang. Masih ada perbedaan data
penduduk dari sebelum dan sesudah diterbitkan Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019, oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah
strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi

perbedaan data kependudukan.
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V.2 Saran

Untuk keberlanjutan penyelenggaraan integrasi data kependudukan,
khususnya dalam mencapai target jangka menengah dan jangka Panjang, untuk
mewujudkan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat
Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, perlu
direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:
Menyarankan kepada kepala Pemerintah dalam hal ini Presiden agar membuat
Peraturan Presiden baru. Peraturan Presiden tentang satu data kependudukan di
Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri yang lebih detail, dengan petunjuk teknik lebih
operasional (prinsip satu data kependudukan, penyelenggara satu data
kependudukan, pendanaan, partisipasi lembaga negara dan badan hukum public).
Peraturan Presiden sebagai payung hukum dimana Peraturan Presiden yang
mengatur tatakelola satu data kependudukan yang belum ada atau masih dianggap
kurang kuat dalam memayungi koodinasi pertukaran data kependudukan dan
sebagainya, sehingga dalam implementasi kebijakan satu data kependudukan jelas
dan kuat peraturannya, termasuk nanti bagaimana sistem berbagi pakainya itu juga
belum ada. Harapannya adanya Peraturan Presiden tentang satu data kependudukan
ini akan mengatur tentang satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan
Direktorat Jenderal Kependudukn Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,
dimana satu data kependudukan memuat kebijakan tata kelola data pemerintah
untuk menghasilkan data kependudukkan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi
Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata,
Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data Induk yang

sama.
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